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RINGKASAN EKSEKUTIF:

Kebijakan perlindungan tenurial nelayan di Indonesia menghadapi krisis implementasi yang serius.
Meski telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, seperti UU No. 7/2016 dan berbagai
peraturan turunannya, praktik di lapangan menunjukkan ketidakefektifan dalam melindungi hak-hak
nelayan kecil dan tradisional. Kondisi ini menciptakan kesenjangan besar antara regulasi dan realitas,
di mana nelayan tetap menghadapi ketidakpastian dalam akses dan kontrol atas sumber daya laut
yang menjadi tumpuan hidup mereka.

Ancaman terhadap tenurial nelayan semakin kompleks dengan maraknya IUU Fishing dan praktik
destructive fishing yang merusak ekosistem laut. Indonesia mengalami kerugian hingga $201 miliar
antara 2013-2018 akibat aktivitas illegal fishing, sementara penggunaan alat tangkap tidak ramah
lingkungan terus mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Situasi ini diperparah oleh lemahnya
penegakan hukum dan tumpang tindih kepentingan di wilayah pesisir.

Ketidakpastian wilayah pemukiman nelayan menciptakan kerentanan sosial-ekonomi yang akut.
Data menunjukkan bahwa di beberapa wilayah seperti Tarakan, hanya 0,97% nelayan yang memiliki
sertifikat hak atas tanah, sementara 99,03% lainnya hidup tanpa kepastian hukum atas tempat tinggal
mereka. Kondisi ini membuat nelayan rentan terhadap penggusuran dan kehilangan akses terhadap
sumber daya vital untuk mata pencaharian.

Diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola tenurial perikanan skala kecil melalui tiga aspek
utama: (1) percepatan legalisasi hak atas tanah pemukiman nelayan dan pengakuan wilayah tangkap
tradisional, (2) penguatan sistem perlindungan sosial dan asuransi yang responsif terhadap kebutuhan
nelayan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, dan (3) penegakan hukum yang tegas terhadap
praktik perikanan ilegal serta pemberian kompensasi yang adil bagi nelayan yang terdampak proyek
pembangunan di wilayah pesisir.

PENDAHULUAN
Lingkup Tenurial Nelayan

Tenurial mengacu pada hubungan sosial yang menentukan siapa yang dapat menggunakan (ruang dan)
sumber daya tertentu, dalam kondisi apa, dan siapa yang mengontrol penggunaan sumber daya tersebut
(FAO, 2016). Dalam sumber lain dituliskan bahwa Tenurial adalah hubungan yang dimiliki individu atau
kelompok terhadap sumber daya di darat dan laut, baik yang diatur melalui hukum formal, hukum adat,
maupun praktik tradisional (Courtney, C.A. & Jhaveri, N.J., 2017). Sedangkan, Keamanan tenurial adalah
kondisi di mana pemegang hak merasa yakin bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi oleh masyarakat,
hukum, atau institusi lainnya. Keamanan ini tercapai melalui kepemilikan hak yang menyeluruh, ketahanan
dan keberlanjutan hak tersebut, serta akses pemegang hak terhadap proses hukum yang adil dan

kompensasi jika terjadi pelanggaran (Cohen Pj., et., al, 2024).
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tanggung jawab di lingkungan laut dan
pesisir—siapa yang dapat menggunakan
sumber daya, dengan cara apa, berapa
lama, dalam kondisi apa, serta aturan Pada Bagan Tenurial Nelayan (Gambar. 1) ini mengilustrasikan
pemindahan hak (jika ada)—yang bahwa keamanan tenurial nelayan merupakan hasil dari interaksi
diatur melalui institusi tenurial lokal kompleks antara faktor-faktor eksternal dan nilai-nilai lokal
dalam kerangka kepemilikan bersama yang mengatur pemanfaatan laut. Ekologi, demografi, mata
(Courtney & Jhaveri, 2017), Tenurial pencaharian, regulasi politik-hukum, teknologi, dan distribusi
laut ini tidak hanya mengacu pada pasar memengaruhi intensitas eksploitasi laut yang berpotensi
wilayah penangkapan (fishing ground), menimbulkan konflik.
tetapi juga mengacu pada teknik-
teknik penangkapan, peralatan yang Konflikiniberdampakpadahak-haktenurialnelayan,termasukakses
digunakan, atau bahkan sumberdaya Wilayah, tata kelola, perlindungan hukum, serta kepastian ekonomi
yang ditangkap dan dikumpulkan dan sosial. Di sisi lain, nilai-nilai tenurial nelayan juga ditopang
(Nugroho et al., 2013). oleh kepentingan kolektif masyarakat untuk memanfaatkan
dan menjaga ekosistem laut, produktivitas berkelanjutan dalam
Dengan demikian, bagi nelayan dan pemanfaatan pesisir, serta sistem kepercayaan, adat istiadat, dan
masyarakat pesisir yang terlibat dalam  budaya yang mendorong pelestarian laut. Semua elemen ini pada
produksi perikanan, pengolahan pasca akhirnya menentukan kesejahteraan masyarakat nelayan.
panen dan pemasaran, pengkategorial
tenurial akan merefleksikan apakah
nelayan dapat mengakses daerah
penangkapan ikan, menangkap ikan
dan mengakses/menggunakan ruang/
sumber daya lain yang memungkinkan
nelayan untuk menggunakan hak
sosial-budayanya, menjadi produktif,
menghasilkan  uang, mendapatkan
makanan dan kebutuhan lainnya yang
terkait dengan perikanan.

(Sumber: Dimodifikasi oleh Penulis terinspirasi dari Pollnac, 1984 dalam
Nugroho et al., 2013)

Secara skematis, pentingnya keamanan
tenurial nelayan dan implikasinya
terhadap sosial ekonomi masyarakat
dapat dilihat dibagan berikut:

Kampung Nelayan K
(FotoDok. Media
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TEMUAN
Ragam Ancaman Keamanan Tenurial Nelayan

Ancaman terhadap keamanan tenurial nelayan mencakup
berbagai  ketidakpastian yang langsung memengaruhi
kesejahteraan dan stabilitas hidup nelayan. Ketidakpastian
wilayah pemukiman mengakibatkan kerentanan terhadap
kehilangan tempat tinggal yang aman dan layak, termasuk wilayah
pesisir yang digunakan untuk aktivitas pasca tangkap, seperti
pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan. Ketidakpastian
wilayah tangkap juga menimbulkan hambatan dalam mengakses
sumber daya laut sebagai sumber penghidupan utama. Di
samping itu, ketidakpastian kondisi alam—seperti perubahan
iklim dan kerusakan ekosistem—memperburuk situasi dengan
membatasi aktivitas penangkapan ikan. Ketidakpastian ekonomi
dan minimnya jaminan sosial semakin menambah kerentanan,
membuat nelayan kesulitan memperoleh pendapatan yang stabil
dan perlindungan sosial yang layak. Semua faktor ini menjadi
ancaman nyata bagi keamanan tenurial nelayan.

a. Ketidakpastian Wilayah Pemukiman Nelayan

Ketidakpastian hukum dan sosial menjadi masalah utama
bagi pemukiman nelayan di wilayah pesisir Indonesia karena
minimnya pengakuan resmi dari negara. Pemukiman nelayan,
yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas yang
mendukung kehidupan mereka (Gunawan & Khausar, 2023),
sering menghadapi risiko penggusuran dan kehilangan akses
terhadap sumber daya vital.

Kasus di Tarakan menggambarkan situasi kritis ini, di mana dari
5.145 nelayan yang tersebar di 10 titik kota, hanya 50 keluarga
(0,97%) yang memiliki sertifikat hak atas tanah, sementara 99,03%
lainnya tidak memiliki kepastian hukum atas tempat tinggal
mereka (Gunawan & Khausar, 2023). Kondisi serupa ditemukan di
daerahlainsepertiLabuhanbatu Utara dan Batam (Hasil Observasi
Penulis, 2024). Ketiadaan legalitas ini mengancam keberlanjutan
kehidupan nelayan karena berpotensi menimbulkan sengketa
dan penggusuran (Pertiwi, E., 2023).

Survei pada tahun 2023 di 12 provinsi pesisir Indonesia
mengungkapkan bahwa 78% pemukiman nelayan tradisional
berada dalam status hukum yang tidak jelas, dengan 45% di
antaranya tumpang tindih dengan konsesi bisnis dan 33% diklaim
sebagaitanahnegara.Riset PusatStudiAgrarialPB(2024)mencatat
bahwa dari total 12.827 desa pesisir di Indonesia, sekitar 67%
mengalami konflik tenurial dengan berbagai tingkat intensitas,
dan yang mengkhawatirkan, 42% di antaranya melibatkan
ancaman penggusuran langsung terhadap pemukiman nelayan.
Kondisi ini diperparah dengan temuan bahwa hanya 23% nelayan
yang memiliki akses ke bantuan hukum untuk mempertahankan
hak atas tanah mereka, sementara proses sertifikasi tanah di
wilayah pesisir rata-rata membutuhkan waktu 3-5 tahun lebih
lama dibandingkan wilayah daratan biasa (Rahman & Mujahir,
2024).

Meskipuntelah ada berbagairegulasiyang bertujuan memberikan
kepastian hukum, seperti UU No. 27/2007, UU No. 1/2014, Surat
Menteri ATR/BPN No. HT.03/757/VI1/2022, dan Permen ATR/BPN
No. 17/2016, serta UUPA 1960 dan Perpres RA No. 62/2023,
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implementasinya  masih  jauh  dari
memadai. Ironisnya, pemerintah justru
memberikan legalisasi untuk aktivitas
yang merusak lingkungan pesisir, seperti
alih fungsi lahan mangrove di Batam
menjadi kawasan industri, perumahan,
peternakan, dan perkebunan (FGD KNTI
Batam, 2024).

Ekosistem mangrove Indonesia
mengalami penurunan drastis dari 7,76
juta ha pada 2007 menjadi 3,36 juta ha
atau 20,37% dari total luas mangrove
dunia (Arto Subari, 2024). Contoh nyata
dampak pembangunan terlihat di
Tangerang, di mana pemukiman nelayan
terancam oleh proyek Pantai Indah Kapuk
[l (Maulana, 2024).

Asas Domein Verklaring dari era kolonial
masih membayangi, di mana tanah tanpa
hak eigendom berisiko beralih ke negara.
Ketiadaan legalitas yang jelas ini tidak
hanya mengancam keberlangsungan
hidup komunitas nelayan tetapi juga
berpotensi memicu konflik sosial yang
lebih luas di wilayah pesisir.

b. Ketidakpastian Wilayah Tangkap
Nelayan

Nelayan kecil dan tradisional Indonesia
menghadapi ketidakpastian yang
semakin besar dalam mengakses wilayah
tangkap mereka, terancam oleh konflik
kepentingan dengan berbagai sektor dan
lemahnya penegakan hukum. Dari 2,7 juta
nelayan tangkap yang menggantungkan
hidup pada sumber daya laut (KKP,
2023), banyak yang menghadapi risiko
kehilangan akses ke wilayah tangkap
mereka meski telah ada UU No. 7
Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan.

IUU Fishing menjadi ancaman serius,
menyebabkan kerugian ekonomi lebih
dari $6 miliar bagi negara-negara ASEAN
pada 2019 (Lee, W.C., & Viswanathan,
K.K., 2020). Indonesia sendiri mengalami
kerugian sekitar $6,8 miliar pada 2015
dan total $201 miliar antara 2013-2018
(TIl & PSA-IPB, Breafing Paper, 2023).
Meski jumlah kapal ilegal yang tertangkap
meningkat menjadi 167 pada 2021, angka
ini masih jauh di bawah 930 kapal yang
tertangkap pada 2014 (Sukmana, 2021).

Sementara itu, studi World Bank (2023)
mengungkapkan bahwa kerugian ekonomi
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akibat degradasi ekosistem pesisir di
Indonesia mencapai USD 3,1 miliar
per tahun, dengan 45% di antaranya
berdampak langsung pada pendapatan
nelayan kecil. Degradasi ini terutama
disebabkan oleh alih fungsi lahan
mangrove untuk kepentingan industri
dan properti, yang telah mengurangi
area pemijahan ikan hingga 35% dalam
satu dekade terakhir.

Praktik destructive fishing, seperti
penggunaan trawl (Naibaho, 2024)
dan bom ikan (Wiyuga, 2023), semakin
memperburuk situasi dengan merusak
ekosistem laut dan habitat ikan. Dampak
kumulatifnya terlihat dari peningkatan
dramatis jumlah penduduk miskin di
wilayah pesisir Indonesia, dari 7,8 juta
pada 2011 menjadi 17,7 juta pada 2022,
dengan kemiskinan ekstrem meningkat
dari 2,1 juta menjadi 3,9 juta. Kondisi ini
mempertanyakan efektivitas kebijakan
dan program perlindungan yang ada
untuk komunitas pesisir.

Kapal Trawi di'Labuhanbatu Utara
[==(Foto:Dok:-Media dan Publikasi DPP KNTI)

Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem Wilayah
Pesisir

M nkin Petinir

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Kompleksitas kemiskinan nelayan berakar dari berbagai faktor,
termasuk fluktuasi musim ikan, keterbatasan SDM, modal, akses,
dan sistem pemasaran yang eksploitatif (Kusnadi, 2002). Meski
UU No. 45/2009 Pasal 9 ayat (1) dan Permen KP No. 2/2015
telah melarang penggunaan alat tangkap yang merusak seperti

trawl dan pukat tarik, praktik-praktik
destruktif masih berlanjut di perairan
Indonesia. Ketidakefektifan penegakan
regulasi ini membuat nelayan tradisional
semakin terpinggirkan, menciptakan ilusi
keamanan wilayah tangkap sementara
akses mereka ke sumber daya laut yang
berkelanjutan terus menyempit. Kondisi
ini memperburuk kemiskinan dan
kesenjangan sosial ekonomi, terutama
karena lemahnya keamanan tenurial
yang mengancam akses nelayan kecil
terhadap sumber daya laut.

c. Ketidakpastian Perlindungan Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim memberikan dampak signifikan bagi nelayan
kecil dan tradisional, terutama melalui perubahan pola cuaca,
peningkatan frekuensi badai, dan kenaikan permukaan air laut.
Survei KNTI 2023 mengungkapkan dampak drastis: penurunan
hasil tangkapan 72%, penurunan pendapatan 83%, dan
peningkatan risiko kecelakaan 86% (Lambang P, 2024).

Minimnya infrastruktur pendukung seperti sistem prediksi
cuaca, peringatan dini, dan perlindungan asuransi memperparah
kerentanan nelayan. Menurut Occupational Safety and Health
Administration AS, profesi nelayan memiliki risiko cedera
fatal tertinggi (132,1 per 100.000 pekerja), melebihi sektor

4
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pertambangan. Data KNKT menunjukkan
rata-rata 100 nelayan meninggal atau
hilang akibat kecelakaan kapal setiap
tahun, dengan kapal tenggelam sebagai
penyebab utama kecelakaan selama
2018-2021 (Sunardi et al.).

Meski ada kebijakan adaptasi dan mitigasi, implementasinya
sering mengabaikan realitas kehidupan nelayan tradisional:
Ketidakjelasan dalam perlindungan hak tenurial dan terbatasnyé
akses ke wilayah tangkap yang aman semakin memperburuk
kerentanan nelayan menghadapi dampak perubahan iklim.
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Gambar 3. Jenis Kecelakaan Kapal Ikan (2018-2021)
(Sumber: Sunardi et al., yang dikutip oleh KSP, 2024)

Perubahan iklim telah mengakibatkan
kerusakan serius pada pemukiman
nelayan melalui bencana banjir rob
dan abrasi. Di Semarang, banjir rob
yang semakin intens menggenangi
permukiman dan infrastruktur
pelabuhan, merusak lingkungan,
dan mencemari sumber air bersih,
mengakibatkan kerugian ekonomi yang
signifikan (Yuda Saputra, 2022). Di Aceh
Selatan, abrasi pantai di daerah seperti
Kuala Cangkoi, Pasie Seubadeh, dan
Ujong Pulo Rayeuk telah menghancurkan
tambatan perahu dan infrastruktur vital
nelayan (FGD KNTI Aceh Selatan, 2024),
berdampak serius pada pendapatan
dan keamanan ekonomi mereka (Safdar,
2024).

Meski pemerintah telah menetapkan
UU No. 7/2016 tentang perlindungan
nelayan dari risiko bencana alam dan
perubahan iklim, serta Permen KP
No. 19/2013 tentang bantuan premi
asuransi,  implementasinya  masih
lemah. RPJMN 2020-2024 menargetkan
bantuan  asuransi  bagi  120.000
nelayan, namun hingga awal 2024,
program bantuan iuran asuransi belum
terealisasi, menunjukkan kesenjangan
antara regulasi dan pelaksanaannya
dalam melindungi nelayan kecil dan
tradisional.
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REKOMENDASI KEBIJAKAN TATA LAKSANA TENURIAL
DALAM PERIKANAN SKALA KECIL

Berikut rekomendasi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam
kebijakan tata laksana tenurial dalam perikanan skala kecil:

1. Memastikan implementasi kebijakan perlindungan haktenuriai
nelayan yang telah ada, dan melakukan evaluasi pada aturan-
aturan yang tidak efektif. :

2. Mempercepat proses legalisasi hak kepemilikan tanah bagt
pemukiman nelayan dan segera berikan pengakuan resmi
terhadap wilayah tangkap tradisional untuk memast|kan
perlindungan atas akses sumber daya mereka.

3. Meningkatan sistem perlindungan sosial dan asuransi
yang secara khusus merespons kebutuhan nelayan dalam
menghadapi risiko ekonomi akibat perubahan iklim, guna
menjamin stabilitas dan keamanan pendapatan mereka.

4. Menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap segala
bentuk praktik perikanan ilegal dan sediakan kompensasi yang
layak bagi nelayan yang terdampak proyek pembangunan di
wilayah pesisir untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan
mata pencaharian mereka.

5. Mengakui dan integrasikan peran serta pengetahuan sertd
identitas kebudayaan lokal nelayan dalam kebijakan dari
tata kelola perikanan, untuk meningkatkan efektivitas dart
keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir.



CADIK Nelay am Policy Brief

REFERENSI:

1. Arto Subari, Wisnu (2024)., “KNTI: Luas Ekosistem Mangrove Turun Signifikan-Media Indonesia (8/9/24), dapat diakses
pada https://mediaindonesia.com/megapolitan/699329/knti-luas- ekosistem-mangrove-turun-signifikan

2. BPS, (2022), Rekapitulasi Jumlah Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem Wilayah Pesisir 2011- 2022, di olah KNTI, sumber
utama: https://www.bps.go.id/

3. Cohen PJ, Tholan B, Dean Fitz K, Pradhan SK, Solis Rivera V, Govan H. (2024) Marine, Coastal and Shoreline Tenure.
Zenodo. 163pp. doi:10.5281/zenodo.11515141.

4. Courtney, C.A. & Jhaveri, N.J. (2017). Marine Tenure and Small-scale Fisheries: A Sourcebook on Good Practices and
Emerging Themes. Washington, DC: USAID Tenure and Global Climate Change Program.

5. FAO.(2016). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context
of National Food Security. First revision. Rome. https://doi.org/10.4060/i2801e

6. Gunawan, & Khausar, M. (2023). Pemajuan dan Pembelaan Hak Tenurial Nelayan di Indonesia: Membuat Perlindungan
Zona Perikanan dan Pemukiman Bagi Nelayan Tradisional dan Nelayan Kecil Berjalan Efektif - Studi Tenurial Nelayan
Kecil dan Nelayan Tradisional di Gresik Jawa Timur dan Tarakan Kalimantan Utara. Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia (KNTI). Riset dan Kampanye.

7. Hasil FGD KNTI Aceh Selatan dengan tema “Pemetaan Partisipatif dan Penyusunan Rencana Aksi Komunitas terkait
perlindungan wilayah tangkap, skema perlindungan sosial dan adaptasi perubahan Iklim” di aula Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Aceh Selatan, Tapaktuan Minggu (26/5/2024).

8. Hasil FGD penyusunan rencana aksi komunitas nelayan yang di selenggarakan oleh KNTI di Kota Batam (Jum‘at, 11
Oktober 2024)

9. KNTI. (2023). Refleksi Konferensi Tenurial Ketiga 2023. Diskusi dan pembelajaran, konferensi yang diselenggarakan oleh
koalisi masyarakat sipil pada 16-17 Oktober, dihadiri oleh lebih dari 700 peserta, termasuk anggota nelayan KNTI.

10. KSP, 2024. Lampiran surat rekomendasi kebijakan program bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan
untuk KKP RI

11. Kusnadi. (2002). Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan, Cetakan I, LKiS, Yogyakarta.

12. Lambang P, Danur (2024)., “Target Iklim Rl dalam NDC Kedua Harus Adil dan Inklusif” artikel ini telah tayang di Kompas.
com dapat diakses pada https://lestari.kompas.com/read/2024/07/02/100000186/target-iklim-ri-dalam-ndc-kedua-
harus-adil-dan-inklusif?page=all.

13. Lee, W.C., & Viswanathan, K.K. (2020). Framework for managing illegal, unreported and unregulated fishing in ASEAN.
World, 10000, 23500.

14. Maulana, Irfan (2024), Nasib Nelayan Tangerang, Sulit Melaut Setelah Ada Proyek Perumahan Mewah” terbit di media
online mongabay pada (23/10/2024) dapat diakses pada https://www.mongabay.co.id/2024/10/23/nasib-nelayan-
tangerang-sulit-melaut-setelah- ada-proyek-perumahan-mewah/

15. Naibaho, Lamhot (2024)., “Kapal Pukat Trawl Bebas Beraktivitas di Perairan Pantai Barat, Kok Dibiarkan?” artikel
ini rilis di media suaraindonesia.co.id pada (26/06/24) dapat diakses pada https://suaraindonesia.co.id/news/
news/667babe743b92/kapal-pukat-trawl-bebas- beraktivitas-di-perairan-pantai-barat-kok-dibiarkan

16. Nugroho, Tanjung and Wahyono, Eko Budi and Indradi, IG Nyoman and Wiyono, Slamet (2013) Hak Ulayat Laut:
Fenomena Yang Perlu Dicermati Dalam Menyusun Kadaster Kelautan. Bhumi Jurnal lImiah Pertanahan, No. 38 Tahun
12. pp. 300-308. ISSN 1412-730X

17. Observasi Penulis dengan Nelayan Labuhan Batuutara dan Batam selama bulan Oktober 2024

18. Pertiwi, E. (2023). Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan

19. Safdar, S (2024)., “Abrasi Kembali Terjang Pantai Pasie Seubadeh Pemerintah diminta segera bertindak” artikel ini telah
rilis dimedia larasnews.com (22/05/24) dapat diakses pada https://www.larasnews.com/news/abrasi-kembali-terjang-
pantai-pasie-seubadeh- pemerintah-diminta-segera-bertindak/index.htmi

20. Sukmana, Yoga (2021)., “KKP Tangkap 167 Kapal Pelaku lllegal Fishing Selama 2021" Artikel ini telah tayang di Kompas.
com (13/12/2021) dapat diakses dari https://money.kompas.com/read/2021/12/13/173905726/kkp-tangkap-167-kapal-
pelaku-illegal-fishing-selama-2021?page=all.

21. Tl &PSA-IPB, Breafing Paper (2023), “MelampauiJargon Kebijakan “Ekonomi Biru": Mewujudkan Keadilan, Keberlanjutan
dan Transparansi dalam Tata Kelola Kebijakan Kelautan dan Perikanan ASEAN

22. Website Resmi Occupational Safety and Health Administration Amerika Serikat https://www.osha.gov/maritime

23. Wiyuga, Pandu (2023), “Nelayan Natuna Resah Bom dan Racun Ikan Marak di Pulau Midai” artikel ini rilis media kompas.
id pada (28/01/23) dapat diakses pada https://www.kompas.id/check?next=/baca/nusantara/2023/01/28/nelayan-
natuna-resah- bom-dan-racun-ikan-marak-di-pulau-midai

24. World Bank. (2023). Coastal Ecosystem Degradation and Economic Impact in Indonesia 2023. Marine Policy Journal,
45(2), 112-128.

25. Yuda Saputra, Imam (2022)., “Luas Genangan Rob di Semarang Capai 464 Hektare, Ini Sebaran Wilayahnya” artikel ini
telah rilis di media regional.espos.id pada (24/05/22) dapat diakses di https://regional.espos.id/luas-genangan-rob-di-
semarang-capai-464-hektare-ini- sebaran-wilayahnya-1324288

Ditulis oleh: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
1. Miftahu| Khausal" J. Mimosa [ Blok ANo. 3 Buncit Indah Pejaten Barat, Pasar
2. Dani Setiawan Mingu, dkarta Selatan,DKI Jakarta - Indoneda510.

Email: dpp@knti.orid | dppknti@gmail.com

EdiSi \/ ]anual”i 2025 K ore xvrt @POPP KNTI Nelayan Indonesia
’ @ kntiorid X @dppknti  (O) @nclayan_bersatu

o KEAMANAN TENURIAL BAGI NELAYAN KECIL DAN TRADISIONAL




